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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019
MENTERI DALAM NEGERI,

a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 9 Peraturan Presiden

Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, seluruh Pegawai di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri wajib melaksanakan
agenda Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan agenda
Reformasi Birokrasi dimonitor dan dievaluasi secara berkala
oleh Menteri Dalam Negeri;
. bahwa untuk kelancaran dan keberlanjutan pelaksanaan
program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri, perlu dibentuk Tim Reformasi
Birokrasi Kementerian Dalam Negei‘i;

.. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b,

perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2019.

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851); '

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700); E

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494); '

b
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5.

10.

il

Memperhatikan : 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tzhun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (_embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lem&>aran Negara Republik Indonesia
Nomor 5387), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesiz Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambakan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformas: Birokrasi 2010-2025;

.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Kementerzan Dalam Neger:- (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

. Peraturan Menteri Pendayzgunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pedoman Penilaiar Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomo: 1220); P

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indcnesia Nomor 11 Tahun
2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tehun 2015 Nomor 985);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

(Berita N=gara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri .
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5923 Tahun
2015 tertang Road Map K=formasi Birokrasi Kementerian
Dalam Negeri 2015-2019; dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5259 Tahun
2016 tectang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 061-5923 Tahun 2015 Tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

=9

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam lampiran vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pejabat yang nama
jabatannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan
Menteri ini, terdiri dari:
a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri,
dengan susunan sebagai ber:kut:
1) Pembina,;
2) Ketua;
3) Wakil Ketua; dan
4) Anggota.
b. Tim Pelaksana Reformasi 3irokrasi Kementerian Dalam
Negeri, cengan susunan sebagai berikut:
1) Ketua, Wakil Ketua dan S=kretaris;
2) Ketua Kelompok Kerja, Wakil Ketua Kelompok Kerja dan
Sekretaris, yang terdiri dar::
a) Kelompok Kerja I (Pokj= I) Manajemen Perubahan,;
2) Kelompok Kerja II [(Pokja II) Penguatan Sistem
Pengawasan,
¢) Kelompok Kerja III (Pokja III) Penguatan Akuntabilitas
Kinerja;
d) Kelompok Kerja IV (Pokja IV) Penguatan Kelembagaan;
€) Kelompok Kerja V (Polkcz V) Penguatan Tatalaksana;
) Kelompok Kerja VI (Pokja VI) Penguatan Sistem
Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil
Negara;
g) Kelompok Kerja VII (Pokja VII) Penguatan Peraturan
Perundang-Undangan; can

n) Kelompok Kerja VIII {®okja VIII) Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik.

c. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Satuan Kerja, dengan
susunan sebagai berikut:

1) Penanggunjawab, Ketua, Szkretaris dan Koordinator;
2) Anggota sesuai 8 (delapan) Area Perubahan terdiri dari

Pejabar Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi
dan Fejabat Pelaksana.

d. Tim Evaiuasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi.- :

e. Central Tranformation Office Reformasi Birokrasi Kementerlan

Dalam Negen (CTO RB Kemendagri).




KETIGA . Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA, yaitu:

a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri,
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a,
mempunyai tugas:

1) Memberikan arahan terkair dengan kebijakan dan program
pelaksanaan Reformasi 3:rokrasi Kementerian Dalam
Negeri dan Satuan Kerja;

2) Memandu pelaksanaan kebijakan dan program Reformasi
Birokrasi Kementerian Dalarm Negeri dan Satuan Kerja;

3) Memberikan contoh teiadan terhadap pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Kemerterian Dalam Negeri dan Satuan
Kerja;

4) Membangun komitmen para Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administ-asi dan Pejabat Pelaksana guna
meningkatkan pelaksanzan Reformasi Birokrasi
Kementerian Dalam Negeri dan Satuan Kerja.

b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam
Negeri, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b,
mempunyai tugas:

1) Menyusun kebijakan, program, dan kegiatan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

2) Melakukan pembinaan pelaxsanaan Reformasi Birokrasi
pada setiap Satuan Kera di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri;

3) Menginventarisir bukti dukung (evidence) perkembangan
pe.aksanaan  Reformasi  Birokrasi di  lingkungan
Kementerian Dalam Neger:- pada masing-masing Pokja
secara berkala;

4) Melakakan sosialisasi dan internalisasi . terhadap
implementasi komponen pengungkit pada 8 (delapan) area
perubahan dan pada S (lima) komponen hasil pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di hngkungan Kementerian Dalam
Negeri; |

5) Melakukan  pemantauan dan  internalisasi  atas
pelaksanaan Rekomendasi Tim Evaluator Reformasi
Birokrasi Kementerian Pzndayagunaan Aparatur Negara
den Reformasi Birokrasi di ingkungan Kementerian Dalam

Negeri bersama dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro
Organisasi dan Tatalaksara;

6) Melaporkan secara ontinz melalui sistem informasi
monitoring dan evaluasi -eformasi birokrasi Kementerian
Dalam Negeri (Simonev-RBdagri) pada B04, BO8 dan B12
terhadap perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;



7) Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada setiap Kelompok
Kerja kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris
Jenderal.

_Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Satuan Kerja,

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c,

mempunyai tugas:

1) Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan program dan
kegiazan Reformasi Biroxrasi di lingkungan Satuan Kerja
Kementerian Dalam Negeri:

2) Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Reformasi
Birokrasi Kementerian Dalam Negeri sesuai kelompok kerja
-ntuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
“ingkungan Satuan Kerja Xementerian Dalam Negeri;

3) Melakukan pembinaan, sosialisasi dan internalisasi
-erhadap implementasi komponen pengungkit pada 8
idelapan) area perubaha= dan pada 5 (lima) komponen
nasil pelaksanaan Refcrmasi Birokrasi di lingkungan
Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri;

4) Melakukan  pemantauan dan  internalisasi  atas
oelaksanaan Rekomendasi Tim Evaluator Reformasi
Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Satuan Kerja
Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Biro
Organisasi dan Tatalakszana;

5) Melapcrkan secara online melalui sistem informasi
monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian
Da’am Negeri (Simonev-RBdagri) pada B04, BO8 dan B12
cerhadap perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri;

6) Menyusun dan menvampaikan laporan perkembangan
oelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada
Menteri Dalam Neger1 melalui Sekretaris Jenderal.

. Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, sebagsimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf
d, mempunyai tugas:

1) Melakukan monitoring can evaluasi atas pencapaian
fomponen pengungkit pada 8 (delapan) area perubahan
dan pada S5 (lima) komponen hasil pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang
~dilakukan oleh Pokja I sampai dengan Pokja VIII dan
seluruh Satuan Kerja; -

2) Melakukan pemeriksaan dan verifikasi (desk audit}'atas
-bukti dukung (evidence) hasil pelaksanaan Reformasi

Birokrasi pada Pokja I sampai dengan Pokja VIII dan
seluruh Satuan Kerja; ;



KEEMPAT

KELIMA

3) Melakukan pengisian pada kertas kerja evaluasi nilai
PMPRB pada 8 (delapan) area perubahan komponen
pengungkit dan pada 5 (lima) komponen hasil pelaksanaan
Re‘ormasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri yang telah dilakukan oleh Pokja I sampai dengan
Pokja VIII dan seluruh Satuan Kerja;

4) Melakukan pengisian hasil evaluasi PMPRB pada 8
(delepen) area perubahan komponen pengungkit dan S5
_(lima; komponen hasil pada sistem aplikasi PMPRB online
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;

5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan
evaluasi pada Pokja I sampai dengan Pokja VIII dan
seluruh Satuan Kerja serta laporan hasil penilaian PMPRB
online kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris
Jenderal.

e. Central Tranformation Office Reformasi Birokrasi Kementerian
Dalara Negeri (CTO RB Kemendagri), sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA huruf e, mempunyai tugas:

1) Mendukung Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi
Birokrasi Kementerian Dalam Negeri serta Tim Pelaksana
Reformasi Birokrasi Satuan Kerja dalam mengawal proses
implementasi  reformasi  birokrasi di  lingkungan
Kementerian Dalam Neger:; '

2) Mendukung Tim Pengaraa dan Tim Pelaksana Reformasi
Birokrasi Kementerian Dzlam Negeri serta Tim Pelaksana
Reformasi Birokrasi Satuan Kerja dalam memastikan
pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi pada setiap
Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

: Dalam melaksanakan tugasnya. Tim Pengarah Reformasi

Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, Tim Pelaksana Reformasi
Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, Tim Pelaksana Reformasi
Birokrasi Satuan Kerja, dan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertanggungjawab kepada
Menteri Dalam Negeri.

Masing-mesing Satuan Kerje membentuk Tim Pelaksana
Reformasi Birokrasi Satuan Kerja dengan susunan keanggotaan
tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri, paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.



KEENAM . Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian heri ternyata terdapat kekeliruan,
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

Wakil Presiden Republik Indonesia;

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

Menteri Keuangan,

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Menteri Sekretaris Negara;

Sekretaris Kabinet;

Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksarakan.
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LAMP-RAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 061.05 - 61 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019

A. TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

! KEDUDUKAN
1. | Menteri Dalam Neger: Pembina
2. | Sekretaris Jenderal Ketua
3. | Inspektur Jenderal Wakil Ketua
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan
. ta
= Umum Anggo
Direktur Jenderal Bina Administrasi
= Kewilayahan Rhepot
6. | Direktur Jenderal Otcnomi Daerah Anggota
7. | Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Anggota
8. | Direktur Jenderal 3ina Keuangan Daerah Anggota
9. | Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Anggota
10 Direktur Jenderal Kependudukan dan e ta
' | Pencatatan Sipil 11880
11. | Kepala Badan Penelitian dan Pengembahgan Anggota
Kepala Badan Pengembangan Sumber Dava
ke Manusia : AEEEot
13. | Rektor Institut Pemerintahan Dalam Nege:i Anggota
Staf Ahli Mente-i Dalamm Negeri Bidahg Hukum
L4 dan Kesatuan Bangsa SERON
Staf Ahli Menteri Daiam Negeri Bidang
A3, Pemerintahan SR
16 Staf Ahli Ment=ri Daiam Negeri Bidang A
" | Kemasyarakaten dan Hubungan Antar Lembaga nggota
17 Staf Ahli Mentzri Da:am Negeri Bidang Ekonomi
' | dan Pembangunan Anggota
Staf Ahli Ment=sri Daiam Negeri Bidang Aparatur
13. | dan Pelayanan Publik Anggota
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang :
19, Politik ) Anggota
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang
. Pemerintahan Ao




9.

B. TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

B KEDUDUKAN
1. | Sekretaris Jenderal Ketua
5 Staf Ahli Menteri Damn Negeri Bidang Aparatur Wl Retas
* | dan Pelayanan Publik
3. | Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretaris
POKJA I: MANAJEMEN PERUBAHAN
L Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Ketua Pokija
Jenderal '
5 Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Sekretariat Walkil Retusa Pokia
Jenderal
Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi,
3. | Biro Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Sekretaris
Jenderal
Kepala Bagian Umure, Biro Administrasi
5 Pimpinan, Sekretariat Jenderal Anggota
Kepala Bagian Program dan Umum, Pusat
= Fasilitasi Kerja Sama. Sekretariat Jenderal OigRet
Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat
6. |Jenderal, Inspektora: Jenderal, Direktorat Anggota
Jenderal, Badan dan IPDN '
Kepala Bagian Pembinaan JF, Kepeg, Sisdur
< serta Evaluasi Kinerja ASN, Eadan Litbang Anggata
Kepala Bagian Perundang-Undangan,
8. | Kepegawaian dan Kerjasama, Badan Anggota
Pengembagan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Budaya Kerja, Biro
= Organisasi dan Tatalaxsana Angadia
10 ‘| Kepala Sub Bagian Fasil:tasi Penyusunan A ¢
" | Program, Biro Organ:sasi dan Tatalaksana ngeoia
POKJA II: PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
1. | Inspektur IV, Inspektorat Jenderal Ketua Pokja
2. | Inspektur III, Inspektorat Jenderal Wakil Ketua Pokja
3 Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Bk 3
| Pengawasan, Inspektorat Jenderal ckretaris
Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat
4. | Jenderal, Inspektora: Jenderal, Direktorat Anggota
Jenderal, Badan dan IPDN
5 Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan
" | Pengelolaan Informasi, Pusat Penerangan Atigpein
Kepala Sub Bagian Evaluasi Laporan Hasil
6. p
Pengawasan I, Inspektorat Jenderal SHEE
- Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran,
Inspektorat Jenderal Anggota
8. Kf:pala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi I,
Biro Organisasi dan Tatalaksana Anggota
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POKJA III: PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal

Ketua Pokja

2

Kepala Biro Keuar.gan dan Aset, Sekretariat
Jenderal

Wakil Ketua Pokja

Kepala Bagian Perencanaan Program, Biro
Perencanaan, Sekretariat Jenderal

Sekretaris

Kepala Bagian Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja, Sekretariat Jenderal

Anggota

Kepala Bagian Perzncanaan Anggaran, Bi-o
Perencanaan, Sekretariat Jenderal

Anggota

Kepala Bagian Perzncanaan pada Sekretariat
Jenderal, Inspektcrat Jenderal, Direktora:
Jenderal, Badan dan IPDN

Anggota

Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil
Pengawasan, Inspektorat Jenderal

Anggota

Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi I,
Biro Organisasi dan Tata Laksana

Anggota

Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja III. Biro Perencanaan,
Sekretariat Jenderal

Anggota

POKJA

IV: PENGUATAN KELEMBAGAAN

L

Kepala Biro Organisesi dan Tatalaksana,
Sekretariat Jenderal

Ketua Pokja

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangikat Daerah, Ditjen Otonomi
Daerah

Wakil Ketua Pokja

Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa
Jabatan, Biro Organisasi dan Tatalaksana

Sekretaris

Kepala Bagian Perencanaan pada Sekreta-iat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat
Jenderal, Badan dan IPDN '

Anggota

Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat
Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian
Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daeran

Anggota

Kepala Sub Bagian Kelembagaan I, Biro
Organisasi dan Tazalaksana

Anggota

Kepala Sub Bagian Kelembagaan II, Biro
Organisasi dan Tazalaksana

Anggota

Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi II,
Biro Organisasi dan Tatalaksana

Anggota

9.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Orgznisasi
dan Tatalaksara

Anggota

POKJA

V: PENGUATAN TATALAKSANA

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi,

| Sekretariat Jenderal

Ketua Pokja

Kepala Pasat Penerangan, Sekretariat Jenderal

Wakil Ketua Pokja

Kepala Bagian Tatalaxsana, Biro Organisasi
dan Tatalaksana, Sekretariat Jenderal

Sekretaris

Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat
Jenderal, Inspekto-at Jenderzl, Direktorat
Jenderal, Badan dan IPDN

Anggota

Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi,” <.

Anggota




il

Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekrctaria:
Jenderal

Kepala Bidang Hunungan Masyarakat, Pusat Arpmota
Penerangan, Sekretariat Jenceral

Kepala Sub Bagian Sistem dan Prosedur, Biro

Sy g Anggota
Organisasi dan Tatalaksana

Kepala Sub Bagian Sistem Prosedur dan

- Anggot
i Kinerja, pada seluruh Direktorat Jenderal ggota

Kepala Sub Bagian Sistem dan Prosedur serta
9. | Evaluasi Kinerja ASN, Badan Penelitian dan Anggota
Pengembangan

Kepala Sub Bagian P=rundanz-Undangan,
10. | Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Anggota
Manusia

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelapcran,

Anggota
R Bagian Perencanaan, IPDN &8

POKJA VI: PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR SIPIL NEGARA _

1. | Kepala Biro Kepegawaian, Sexretariat Jenderal Ketua Pokja
Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi, ; .

= Badan Pengembangar: Sumber Daya Manusia Walkil Ketua Pokja

- | Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, Biro )

> Kepegawaian, Sekretariat Jenderal et
Kepala Bagian Umum pada Inspektorat

4 Jenderal, Direktorart Jenderal dan Badan Anggota
Kepala Bagian Pengembangan Karir, Biro

> Kepegawaian, Sekretariat Jenderal AHEROUL
Kepala Bidang Kompetensi, Badan

% Pengembangan Sumber Daya Manusia g
Kepala Bagian Kepegaweian, Biro Administrasi

7. | Umum dan Keuangan IPDN AgRota
Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan, Biro

5 Organisasi dan Tatalaksana Anggota

9 Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penyusunan At

" | Program, Biro Organisasi dan Tatalaksana 8E0
POKJA VII: PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. | Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Ketua Pokja

Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat

e Jenderal Otcnomi Dzerah Wl etins ok
Kepala Bagian Perundang-Undangan, Biro )
4. Hukum, S%kretan'at Jendgeral ° SE
i Kepala Bagian Dokumentasi Hukum, Biro
' Hukum, Sekretariat Jenderal (Mo
5 Kepala Bagian Fasilizasi Telaahan Kebijakan,
i ) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Anggota
Kepala Subdirekto-at Penyerasian Kebijakan,
6. Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Anggota
Jenderal Otonomi Daerah
Kepala Bagian Perencanaan pada Inspektorat
7. | Jenderal dan Badan Penelitian dan Anggota

Pengembangan

3 Kepala Bagian Perundang-undangan pada ‘
| seluruh Direktorat Jenderal Anggota
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Kepala Bagian Perundang-undangan,
9. | Kepegawaian dan Ker;asama, Badan Anggota
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Pengundangan dan
10. Autentifikasi, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Anggota
Kepala Sub Bagian Mon:toring dan Evaluasi I,
- Biro Organisasi dan Tatalaksana FABERo
POKJA VIII: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1. | Kepala Biro Umum, Sekretar:at Jenderal Ketua Pokja
2. | Sekretaris KORPRI, Sekretariat Jenderal Wakil Ketua Pokja
Kepala Bagian Layar.an Administrasi dan
3. | Konsultasi, Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretaris
Sekretariat Jenderal
Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro
& Umum, Sekretariat Jenderal ARGt
Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Penya_uan
5. | Informasi, Pusat Data dan Sistem Informasi, Anggota -
Sekretariat Jenderal
Kepala Bagian Umu-n pada Inspektorat
6. | Jenderal, seluruh Direktorat Jenderal, Badan, Anggota
IPDN dan Sekretariat KORPRI
Kepala Sub Bagian Fasilitasi Konsultasi, Biro
i Organisasi dan Tazalaksana Anggota
Kepala Sub Bagian Fasilitasi Layanan
- Administrasi, Birco Organisasi dan Tataleksana e
Kepala Sub Bidang Layanan Informasi, Data
9. | dan Dokumentasi, Pusat Penerangan Anggota
Sekretariat Jendera_
10 Kepala Sub Bidang Layanan Pengaduan, Pusat o
" | Penerangan Sekretar:at Jenderal EEO
11 Kepala Sub Bagiar: Monitoring dan Evaluasi II, A
" | Biro Organisasi dan Tatalaksana nggota |
C. TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI SATUAN KERJA
]
NO KOMPONEN NAMA JABATAN REDUDLEN ]
DALAM TIM
Sekretar:s Jenderal Penanggungjawab
Kepala Biro Administrasi
Pimpinan Ketua
Kepala Bagian Perencanaan Sekretaris
1. | Sekretariat Jenderal | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
- atau. Pejabat Administrator :
sesuai 8 (delapan) Area Koordinator
| Perubahan
Pejabat Administrater atau
Pejabat Pengawas sesuai 8 Anggota
(delapan) Area Perubahan
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KEDUDUKAN
NO KOMPONEN NAMA JABATAN DALAM TIM
Inspektu- Jenderal Penanggungjawab
Sekretaris Inspektorat Jenderal Ketua
Kepala Bagian Analisa dan Gotavnity
Evaluasi Hasil Pengawasan
2 Inspektorat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Jenderal atau Pejabat Administrator iesdinatn
sesuai 8 (delapan) Area
Perubahan
Pejabat Administratcr atau
Pejabat Pengawas sesuai 8 Anggota
(delapan) Area Perubal-an ‘
Direktur Jenderal Politik dan .
Pemerintahan Umum Penanggungjawab
Sekretaris Ditjen Politik dan Kitua,
Pemerintahan Umum
Direktorat Jenderal | Kepala Bagian Perencanaan Sekretaris
Politik dan . P
3. Pemerintahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Umum atau Pejebat Administrator Koordifiator
sesuai 8 (delapan) Area
Perubahan
Pejabat Administrazer atau
Pejabat Pengawas sesuai 8 Anggota
(delapan) Area Perukbahan
Direktur Jenderal Bina Penanggungjawab
Administrasi Kewilayahan =
Sekretaris Ditjen Bira Tt
Administrasi Kewilayahan
Direkiorat Jenderal Kepala Bagian Perenganaan Sekretaris
4. | Bina Administrasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Kewilayahan atau Pejebat Administrator .
Y sesuai 8 (delapan) Area Kot
Perubahan
Pejabat Administrazor atau
Pejabat Pengawas sesuai & Anggota
(delapan) Area Peruktahan
Direktur Jenderal Otonomi -
Daerah Penanggungjawab
Sekretaris Ditjen Otonomi
Daerah Ketua
. Kepala Bagian Perencanaan Sekretaris
5. |P 1r'3kt0r_at Jenderal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Otonomi Daerah atau Pejabat Administrator g
sesuai 8 (delapan) Area Koordinator
Perubahan
Pejabat Administrator atau
Pejabat Pengawas sesuai & Anggota

(delapan) Area Perubahan
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KEDUDUKAN
NO KOMPONEN NAMA JAB!:TAN DALAM TIM
Direktur Jenderal Bina st
Pembangunan Daerah Penmgg gawa
Sekretaris Ditjen Bina Ketua
Pembangunan Daerah
Direlctorat Jenderal Kepala Ballglal.l Perex‘lcarfaan . Sekretaris
6. | Bina Pembangunar. | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Daerah atau I?CJabat Administrator T —_—
sesuai 8 (delapan) Area
Perubahan
Pejabat Administrator atau
Pejabat Pengawas sesuai 8 Anggota
(delapan) Area Perubzhan
Direktur Jenderal Bina ;
Keuangan Daerah Pehanpgungjawek
Sekretaris Ditjen Bina Keuangan feabiin
Daerah
Direktorat Jenderal | Kepala Bagian Perencanaan Sekretaris
7. | Bina Keuangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Daerah atau Pejabat Adminiszrator Koordisiitor
sesuai & (delapan) Area
Perubahan
Pejabat Administrator atau
Pejabat Pengawas sesuai 8 Anggota
(delapan) Area Perubehan
Direktur Jenderal Bina Pe - b
Pemerintahan Desa o S
Sekretaris Ditjen Bina Kot
Pemerintahan Desa
Dircletoint Jendesl Kepala Bagian Perencanaan Sekretaris
8. | Bina Pemerintahan | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Desa atau Pejabat Administrator Koordinat
sesuai 8 (delapan) Area e
Perubahan
Pejabat Administrator atau
Pejabat Pengawas sesuai 8 Anggota
(delapan) Area Perunahan
Direktur Jenderal
Isil_ep;andudukan dan Pencatatan Penanggungjawab
ipi
Sekretaris Ditjen Kependudukan K
can Pencatatan Sipil s
Direktorat Jenderal | Kepala Bagian Perencanaan Sekretaris
9. | Kependudukan dan - baice : .
Pencatatan Sipil Pejabat _lepman .T1.ngg1 Pratama
atau Pejabat Administrator .
sesuai 8 (delapan) Area Koordinator
Perubahan
Pejabat Administrator atau
Pejabat Pengawas sesuai 8 Anggota

(delapan) Area Perubahan
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NO

KOMPONEN

NAMA JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM TIM

10.

i Badan Penelitian
' dan Pengembangan

Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan

Penanggungjawab

Sekretaris Badan Penelitian dan
Pengembangan

Ketua

Kepala Bagian Pembinaan
Zabatan Fungsional,
Kepegawaian, Sistem dan
Prosedur serta Evaluasi Kinerja
ASN

Sekretaris

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
ztau Pejabat Administrator
sesuai & (delapan) Area
Perubahan

Koordinator

Pejabat Administrator atau
Pejabat Pengawas sesuai 8
(delapan) Area Perubahan

Anggota

11. -

Badan
Pengembangan
Sumber Daya
 Manusia

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Penanggungjawab

Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Ketua

Kepala Bagian Perundang-
Undangan, Kepegawaian dan
Kerjasama

Sekretaris

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
atau Pejabat Administrator
sesuai 8 (delapan) Area
Perubahan

Koordinator

Pejabat Administrator atau
Pejabat Pengawas sesuai 8
(delapan) Area Perubahan

Anggota

12,

Institut
Pemerintahan
Dalam Negeri

Rektor Institut Pemerintahan
Dalam Negeri

Penanggungjawab

Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Perencanaan

Ketua

Kepala Bagian Perencanaan

Sekretaris

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
atau Pejabat Administrator
sesuai 8 (delapan) Ar=a
Perubahan

Koordinator

Pejabat Administrator atau
Pejabat Pengawas sesuai 8
idelapan) Area Perubahan

Anggota
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D. TIM EVALUASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

! ' KELOMPOK KERJA
NO. NAMA JABATAN DAN SATUAN KERJA
1 Ketua: .
Satuan Kerja:
Xifé)gei?r I 1) Inspektorat Jenderal;
i gx) ey ) 2) Sekretariat Jenderal; dan
1) Pejabat Fungsioaa: P2UPD; . p .
2} Pe}aba b s sion A o 3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2 Ketua: ' Satuan Kerja:
Inspektur II 1) Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;
Anggota: 2) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
1) Pejabat Fungsiona: P2UPD,; dan ,
2) Pejabat Fungsiona. Auditor. 3) Badan Penelitian dan
Pengembangan.
3 Ketua: Satuan Kerja:
Inspektur III 1) Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa;
Anggota: 2) Direktorat Jenderal Bina
1) Pejabat Fungsiona. P2UPD; Pembangunan Daerah; dan
2) Pejabat Fungsiona’ Auditor. 3) Direktorat Jenderal Bina Keuangan
Daerah.
4 Ketua: Kelompok Kerja: :
Inspektur IV 1) Kelompok Kerja I: Manajemen
Perubahan; -
Anggota: 2) Kelompok Kerja II: Penguatan Sistem

1) Pejabat Fungsional P2UPD;
2) Pejabat Fungsional Auditor.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1155 huruf d,
Permendagri Ncmmor 8 Tahun
2018, Inspektorat IV ar:tara lain

- menyelenggarakan fungsi
| perencanaan, pengencalian dan

pelaporan pelaksanaan
Monitoring dan Zvaluasi
Reformasi Birokrasi Kementerian

| Dalam Negeri dan ENPP.

Pengawasan;

3) Ke.ompok Kerja III: Penguatan
Akuntabilitas Kinerja;

4) Kelompok Kerja IV: Penguatan
Kelembagaan;

5) Kelompok Kerja V: Penguatan
Tatalaksana;

6) Kelompok Kerja VI: Penguatan
Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia Aparatur Sipil Negara;

7) Kelompok Kerja VII: Penguatan
Peraturan Perundang-Undangan; dan

8) Kelompok Kerja VIII: Peningkatan
Kualitas Pelamenyanan Publik.

Satuan Kerja:

1) Direktorat Jenderal Kependucukan
dan Pencatatan Sipil;

2) Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan; dan

3) Direktorat Jenderal Pemerintzhan
Umumnm.
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E. CENTRAL TRANFORMATICN OFFICE REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
DALAM NEGERI (CTO RB KEMENDAGRI)

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN DALAM TIM
1. | Sekretaris Jenderal Ketua
Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, :
“ Sekretariat Jenderal Wakil Ketua
| 3. | Inspektur IV, Inspektcrat Jenderal Anggota
4 Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi. Aot
" | Biro Organisasi dan Tatalaksana g8
Kepala Bagian Analise dan Evaluasi Hasil
. Pengawasan, Inspektcrat Jenderal Mapeota




